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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang optimalnya Undang-Undang
Cipta Kerja yang mengatur mengenai para pekerja yang dalam penelitian ini
khususnya pekerja perempuan yang hamil. Adanya Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) terhadap pekerja yang sedang hamil sama sekali tidak sesuai dengan aturan
yang terdapat dalam Undang-Undang. Namun meski begitu masih saja terdapat

pelanggaran PHK yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerja perempuan
yang hamil dengan alasan-alasan tertentu sehingga pekerja yang hamil tidak
mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Hal tersebut tidak terlepas dari
kurangnya ketegasan pada Undang-Undang perihal sanksi terhadap perusahaan
yang mem-PHK pekerja wanita yang hamil.

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini diantaranya
ialah: 1) bagaimana pengaturan pemutusan hubungan kerja pada pekerja
perempuan yang hamil? 2) Bagaimana problematika yuridis pemutusan hubungan
kerja (PHK) pekerja perempuan yang hamil?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
normatif yangmana melalui pendekatan perundang-undangan. Adapun teknik
pengumpulan data menggunakan studi dokumen dengan mengkaji dokumen
mengenai hukum dan kasus serupa yang berasal dari beberapa sumber yang
berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif
yakni pendalaman atas pandangan hukum terhadap seluruh sumber data terkait
yang bersifat deskriptif dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: 1) pemutusan hubungan kerja,
termasuk pekerja perempuan yang hamil telah diatur dalam Pasal 154 A ayat (1)
Undang-Undang Cipta Kerja mengenai larangan terhadap pengusaha melakukan
PHK. 2) Problematika yuridis yang ditemui yakni adanya PHK terhadap pekerja
perempuan yang hamil bertentangan dengan Pasal 153 ayat (1) huruf e Undang-
Undang Cipta Kerja, adanya PHK terhadap pekerja perempuan bertentangan
dengan asas kemanusiaan dan keadilan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, serta ditemukan adanya PHK terhadap
pekerja perempuan yang hamil karena tidak dapat menunjukkan akta nikah yang
bertentangan dengan asas kepastian hukum.
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This research was motivated by the suboptimal nature of the Job Creation
Law which regulates the workers in this research, especially pregnant female
workers. The termination of employment relations (PHK) for pregnant workers is
completely inconsistent with the regulations contained in the law. However, even
so, there are still violations of layoffs carried out by companies against pregnant

female workers for certain reasons so that pregnant workers do not get the rights
they should. This cannot be separated from the lack of firmness in the law
regarding sanctions against companies that lay off pregnant female workers.

The problem formulations raised in this research include: 1) How are the
arrangements for termination of employment for pregnant female workers? 2)
What are the juridical problems regarding regulations regarding the termination of
employment (PHK) for pregnant female workers?

The research method used in this research is normative research which
uses a statutory approach. The data collection technique uses document study by
reviewing documents regarding law and similar cases originating from several
sources related to the research. The data analysis technique uses qualitative
analysis, namely deepening the legal view of all related data sources which are
descriptive in nature and draw conclusions.

The research results obtained are: 1) Termination of employment,
including pregnant female workers, is regulated in Article 154 A paragraph (1) of
the Job Creation Law regarding the prohibition on employers carrying out layoffs.
2) The juridical problem encountered is that the layoffs of pregnant female
workers are contrary to Article 153 paragraph (1) letter e of the Job Creation Law,
the layoffs of female workers are contrary to the principles of humanity and
justice regulated in Article 6 paragraph (1) letter g Law no. 12 of 2011, and it was
discovered that there were layoffs of pregnant female workers because they could
not show a marriage certificate which was contrary to the principle of legal
certainty.
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